
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 TAHUN 2006 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2005 

TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : 
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, 
pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 setelah 
disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ternyata terdapat penurunan 
penghasilan pensiun atau kenaikan penghasilan pensiun kurang dari 15% (lima belas 
persen); 

b. bahwa agar seluruh penerima pensiun mengalami kenaikan penghasilan, maka 
dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. 

 
Mengingat : 
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun 

Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok 
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 154); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN 
POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA. 
 

Pasal I 
Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Pensiun Pokok Pensiunan 
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 154), diubah sebagai berikut : 
 

 
 
 



Pasal 3 
(1) Bagi pensiun Pegawai Negeri Sipil, pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, 

pensiun yang diterimakan kepada anak, bagian pensiun janda/anak (anak-anak) dan 
pensiun yang diterimakan kepada orang tua yang dipensiun sebelum tanggal 1 Juli 
2001, setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah ini 
ternyata: 
a. tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan, kepadanya 

diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya 
ditambah dengan 15% (lima belas persen) dari penghasilan; 

b.  mengalami kenaikan penghasilan kurang 15% (lima belas persen) dari 
penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan 
penghasilannya menjadi sebesar 15% (lima belas persen). 

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang diterima 
pada bulan Desember 2005, tidak termasuk tunjangan pangan. 

(3) Apabila terjadi mutasi keluarga sejak Januari 2006, maka penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan memperhitungkan perubahan penghasilan 
sesuai dengan mutasi keluarga; 

(4) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak 
1 Januari 2006. 

 
Pasal II 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 April 2006 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 20 April 2006 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 
HAMID AWALUDIN 
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